
PBMBIA.JAAN·PBNJB�BNGGARAAN RADIO 

· PRESIDEN 
R�PUBL1K. lNOONESIA · 

� KAMI• PRBSIDBN RBPUBLIK INDONBSIA 

bahwa siaran Ra4io Repub1ik �ndonesia ada1ah 

Pasa1 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar Repub;�k 
Peraturan Dewan Pertahanan Nega�a No.� Tahun 
Peraturan Pemerintah penggant� Undang-Undang 
1959; ,, 

bahwa untuk mengusahakan penje1enggaraan dan pe1akeanaan 
siaran-siarannja. Radio Repub1ik Indonesia membutuhkan 
pembiajaan jang merupa�an beban jang tidak ringan: 
bahwa berhubung dengan :I.tu. dianggap per1u mengadakan·. 
pendaftaran kemba1i serta memungut sumbangan iuran dari 
aetiap pemegang pesawat radio guna membantu pembiajaan 
siaran tersebut; 

: 

: Menko 

. . 

KBPUTUSAN PRBSIDBN RBPUBLIK INDONBSIA 
NO.· 4·. TAHUN ·· ·· 1964. / 

TBNTANG 
PBRATURAN PBMUNGUTAN SUMBANGAN IURAN 

Mengingat 

wisata: 

M B M U T U S K A N 

Presiden tentang peraturan 
pembiajaan penje1enggaraan 

Pasa1 ·. ·. i.. 
Undang-Undang 'dan.sega1a 
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(2) 

;,. 

(1), Beaarnja sumbangan.iuran buat tiap-tiap pesawat peneri•a 
Rp.25.-- (Dua pu1uh 1ima rupiah) untuk sebu1an penuh; 

Pasa1 4. 

Pasa1 5. 
� Jang dikenakan sumbangan iuran ia1ah pemegang pesawat 

Pasa1· 6. 
Buat mereka jang mu1ai mendjadi wadjib eumbangan iuran 4a1am tenggang 

waktu sebahagian dari sebu1an jang me1ebihi 10 hari dihitung sebu1an pe­ 
nuh. ketjua1i djika.atas pesawat jang bersangkutan untuk bu1an itu te1ah 
di�ajar sumbangan iurannja: 

Pasa1 · · "7. 
Sumbangan iuran harus dibajar sebe1um 

pada Kantor Poe �tau pada Kantor Poe Pembantu 
dio didaftarkan atau dimana pendaftaran te1ah 

i>asa1 s. 
(1) Tanda pembajaran sumbangan iuran radio harus 

ngan tanda pembajaran padjak radio dan tanda 
(2) Atas permintaan pegawai pemeriksaan peeawat radio. 

sumbangan iuran. t da pembajaran padjak dan tanda 
harus diper1ihatk kepadanja: 

p�� 

Pasa1 2. 
. Semua peaawat penerima radio sebagai.jang termaktub 
ajat (1) dan-.ajat (2) da1am keputusan ini d±pungut 
se1andjutnja dinamakan sumbangan iuran radio·: 

Pasa1 ·. 3. 
( 1) ·Dibebaskan dari sumbangan iuran radio ini ia1ah 

nerima radio: 
jang digunakan o1eh dan untuk kepentingan instanai�inst;nai jang 
berkewadjiban menje1enggarakan. mengurus siaran radio dan menje­ 
diakan radio umum: 
jang digunakan o1eh Angkatan Bersendjata me1u1u untuk 
Angkatan Bersendjata: 

c. j�ng te�masuk barang dagangan s�seorang� se1ebihnja dari aatu 
sawat d�n ditempatkan ditempat pendjua1an: - d •. jan� tidak dipakai dan o1eh karenanja disege1� 

(2) Kepa1a-Kepa1a Kantor P.N. Poste1 �au�un pegawa£-pegaw•S jang ditun­ 
_djuk dan ditetapkannja untuk kewpdjiban memasang sege1 jang_ dimaksud 
da1am ajat 1 huruf d: ,;. · . . 

(3) Sege1 itu dipasang demikian rupa. sehingga pesawat jang berkepenting­ 
an tidak dapat dipakai tanpa merusak sege1: 
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Pasa1·· · 14. 
:(1) Penagihan sum�angan iuran. biaja penagihan dan ongkoe penuntutan jang 

wadjib dibajar menurut keputusan ini� habis waktunja sesudah tiga ta­ 
hun terhitung dari achir bu1an untuk mana sumbangan iuran seharusnja 
dibajar: 

Pasa1 9. 
(1) �jika pada tangga1 jang dimaksud da_1am pasa1 7;_pembajar,-n 

i�ran masih be1um dipenuhi. akan dikenakan beaja penag�han Rp.s.-- (Lim� rupiah): 
(2) Djika wadjib-sumbangan iuran menunggak sumbangan.iu�annj� tiga bu1an 

berturut-turut. dikenakan denda sebesar Rp.300.--: (Tiga ratus rupi- ah)..: · 
Bi'aja·· dan denda jang dikenakan menurut pasa1 9 da..:.i keputusan. ini. 
ditetapkan sebesar K� Rp.1.-� dan �R Rp.60.--.untuk daerah Kepu1auan 
Riau serta XB �p.1.-� dan IB Rp.60.-- untuk daer�h Xri�n Barat: 
Denda itu dapat .. dibebaskan atau dikurangkan. dj:Lka ternjata dapat di­ 
buktikan·, banwa tunggakan i tu disebabkan o1eh ke1a1aian atau kechi1afan jang d�pat di�aafkan: 

Pasa1 16 • 
.im.. _Penegihan paksa atas sumbangan iuran. biaja penagihan dan denda jang 
�enakan. menurut keputusan ini. dapat di1akukan denganrsur�t paksa jang. 
mempunjai __ kekuatan jang sama dan didja1ankan dengan tjara jang sama seper­ 
ti sa1inan keputusan hakim jang mut1ak da1am perkara sip.i.1; 

Pasa1 11. 
Sumbangan iuran. biaja penagihan denda dan ongkos-ongkos sebagai jang 

disebut da1am pasa1 10 jang 1a1u. dapat dipungut .dengan fflengadakan tuntu­ 
tan·atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak djadi.mi1ik wadjib 
sumbangan iuran. pun djuga atas pesawat penerima radio jang bersangkutan 
tanp� mengindahkan da1am tangan siapa pesawat itu berada: 
(1)' Tunttltan piuta�g �u�bangan iuran. biaja penagihan. denda dan ongkos- 

·. ongkos seperti tersebut da1am pasa1 10 jang 1a1u. mempunjai h�k utama· 
dari hutang-hutang 1ain. terketjua1i hutang-hutang mempunjai hak uta­ 

. ma sebagai j ang disebutkan da1am pasa1 1139 No.1 sampai· dengan '11 da­ 
ri· Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Unda_ng Hukum Da­ 
gang dan G�dai: 

.411111&) Hak Utama ini·�idak ber1aku bagi apabi1a 1ewat setahun dan terhitung: 
,., dari awa1 bu1an untuk mana sumbangan iuran itu·dibajar atau djika da- 

1am waktu tersebut dike1uarkan surat paksa. setahun dari tangga1nja 
pemberitahuan tuntutan untuk membajar terach�r: 

Pasa1 12. 
Pegawai jang berkewadjiban memasang sege1 dimaksud da1am_pasa1 � 

ajat 2,keputusan ini diberi kuasa djuga untuk menjege1 pesawat jang sum­ 
bangan�iurannja menunggak 2 bu1an berturut-turut dan membukanj� sete1ah 
tunggakan. beaja penagihan denda dan ongkos dibajar sepen�hnja: 

Pasa1 13 • 
. Djika dinjatakan dengan bukti. bahwa untuk sa1ah 

rima radio ada ke1ebihan pembajaran uang sumbangan iuran. 
Poe jang bersangkutan dapat mengemba1ikan pembajaran uang 
kepada jang berhak: 
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Tuntutan pengemba1ian ke1ebihan pembajaran uang sumbangan 
biaja penagihan dan ongkos penuntutan. habis waktunja 
tung dar� hari timbu1nja hak meminta kemba1i: 

Pasa1 15. 
Kepada Menko Perbubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan diberikan 

kewenangan ataupun kepada pedjabat-pedjabat jang ditundjuk ataupun jang 
ditetapkan o1ehnja untuk me1akukan pengawasan dan penje1idikan· terhadap 
pe1anggaran keputusan ini. se1ain dari po1isi dan pegawai negeri 1ainnja 
jang pada umumnja berhak menje1idiki atau mengusut pe1anggaran-pe1anggaran: 

• 1 Ditetapkan di 
pada tangga1 6 
- ;tPRBS:IDBN RB.PUBL:IK 

Pasa1 16. 
Untuk kepentingan penje1enggaraan keputusan Presiden ini. Menko Perhu-· 
bungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan berwenang mengadakan peraturan­ 
peraturan pe1aksanaannja guna mendja1ankan dan mendjamin dibajarnja 
sumbangan iuran ini: · 
Keputusan ini mu1ai ber1aku pada hari ditetapkan dan ber1aku surut 
sampai tangga1 1 Djanuari 1964. 

( 1) - (2) 

di· Djakarta 
.; pada tflngga1 6 Djanuari. 1964 • 

. SBKRBTAR:IS NEGARA. 
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�1eh Pemerintah dirasakan seka1i. betapa beban jang harus dipiku1 da1am 
penje1enggaraan Siaran Radio Repub1ik Indonesia sebagai jang te1ah dikena1 
o1eh rakjat m�rupakan suatu Mass-media jang ampuh dida1am perdjuangan revo- 
1usi ba�gsa Indonesia. 

Mengingat ha1-ha1 ini1ah maka Pemerintah te1ah berketetapan hati untuk 
membantu sepenuhnja penje1enggaraan Siaran Radio di Indonesia demi-mendjaga 
dan penje1enggaraan jang sebaik-baiknja dari a1at ampuh ini. Akan tetapi Pe­ 
merintah djuga merasakan bahwa kepada pemegang pesawat penerima Radio pada 
saat sekarang ini dibebankan suatu padjak jang ringan pu1a. Sehubungan �e­ 
ngan ini1ah· Pemerintah te1ah mempe1adjari persoa1an ini setjara tersendiri. 
se1uas-1uasnja. Bagaimana tjara jang sebaik-baiknja tanpa memberatkan peme­ 
gang pesawat Radio didapat biaja jang diper1ukan dengan tjara goiong-rojong 
jang dipiku·1 sepenuhnja o1eh Pemerintah dan para pemegang pesawat penerima 
radio bersama-sama. 

;; 

Pemerintah d�1am ha1 ini te1ah menetapkan sedjum1ah Rp.25.�- sebagai 
s.angan iuran Radio disamping padjak jang ber1aku sekarang kepada setiap 
pemegangLpenerima Radko. Da1am ha1 ini dimak1umi pu1a sepenuhnja bahwa pem­ 
bebanan sumbangan. iuraniini sesungguhnja sebabagian besar akan tertudju. pa- .. 
da go1ongan masjarakat jang mempunjai.kemampuan keuangan.jang bo1eh disebut. 
tjukup kuat. seka1ipun da1am ha1 ini tidak dapat dihindarkan pemungutan sum­ 
bangan iuran Radio ini ditudjukan pada pemegang pesawat penerima Radio jang 
daja kemampuan keua_ngannja agak 1emah. Lpesawat · - 

Tetapi seba1iknja harus1ah diingat bahwa sumbangan jang dimaksud sebe­ 
narnja1ah sebagai suatu hakikat jang merupakan pengorbanan ketji1 jang di­ 
bebankan o1eh revo1usi demi untuk memperkuat dan memperkokoh 1andasan ke- 
uangan negara. ; · 

Se1andjutnja da1am penertiban memungut suml)angan· iuran jang.dimaksud• 
;;:Pe1tierintah akan mendaftarkan kemba1i se1uruh pesawat penerima Radio sesuai .. 
. dengan ·Undang-Und_�_ng dan sega1a peraturan-peraturan ten�a�g 'penda�;taran pe- 
sawat pe.nerima Ra:cU.o d a e . ten tang padjak Radio. Ha1 in_j. mengingat d'jµstru . 
karena·banjaknja pesawat-pesawat penerima Radio jang.masih be1um �agi ter­ 
daftar .,·sebagaimana mestinj a sampai pad a saat sekarang ini • .l?�n4je1asan se- 
1a�jutnja jang harus d.ike_tahui 1agi ia1ah ka1au se1ania ini 'peneta an. padjak . 
j� ber1aku di Indonesia tidak ber1aku di Irian Barat dan ber1aina• pu1a 
penetapari djum1ah padjak .. untuk pesawat penerima Radio didaerah Kepu1auan · 
Riau. maka seka1i ini Pemerintah menetapkan pu1a sumbangan iuranJl�d�o untuk 
kepu1auan Riau sebesar KR Rp.s.-- (1ima ·rupiah kepu1auan.Riau) dan'untuk da­ 
erah Xrian Barat ditetapkan pu1a sebesar XB Rp.s.-- (1ima rupiah.Xrian Barat). 

Kemudian dida1am Pasa1 5 per1u mendapat pendje1asan.bahwa jang dikenaf­ 
kari sumbangan iuran ia1ah setiap pemegang pesawat.penerima Radio� Dengan ti­ 
dak mengingat apakah pemegang itu pemi1ik atau kuasa. ataupun seorang ah1i. 
·waris maka te1ah ditetapkan o1eh keputusan ini jang mendjadi wadjib aumbang­ 
an iuran ia1ah pemegang.pesawat penerima Radio sebagai jang didapati dida1am 
pasa1-pasa; se1a�djutn�a. 

Pada pokoknja per1u didje1askan pu1a ba�wa pe1aksanaan pem�ngutan sum­ 
bangan,ini sepenuhnja dipedomani peraturan-peraturan pos jang ber1andaskan 
undang-undang dan peraturan-peraturan baik jang mengenai padjak maupun jang 
mengenai pendaftaran pesawat penerima Radio kemba1i. -· . � 

Dan achir seka1i dapat ditambahkan.bahwa kepada.M�nko Perhubungan de­ 
ngan Rakjat/Menteri Penerangan diberi.kewenangan sepenuhnja untuk me1aksana­ 
kan keputusan-keputusan ini da1am surat-surat keputusannja. 


